BAB Il
TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM
A. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang
dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat
memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan
masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran
mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu
dengan hukuman tertentu”.’” Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum
adalah “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah
laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan
resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat
diambilnya tindakan”.'® Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno
Martokusumo bahwa: “hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang
bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap
orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya
dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta
menentukan ‘bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-

kaedah”.*®

17 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-8, Balai
Pustaka, Jakarta, 1989, him. 38.

18 R.Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, him.
49,

19 Sudikno Martokusumo, Mengenal Hukum Satu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005,
him. 4.
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Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam,
dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan konsumen
yang paling utama dan yang menjadi topik pembahasan ini adalah
perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan
yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang
dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif .
Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi
di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda
dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi
atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.”’

Fungsi Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi
kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekusaan
kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.
Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan
keluasan dan kedalamannya.”: Perlindungan diartikan sebagai perbuatan
memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian
dari pelindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang
mengacamnya.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat
dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti
para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem

kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum

% Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen.
Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, him. 30
2! sajipto Raharjo, llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, him. 18.

20



dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti
hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono
Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan
perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama
ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi
hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan
masyarakat.??

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan
atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur
pihak-pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan
demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan
perlindungan atau
tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak
tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.”

Dalam memahami hukum terdapat konsep . konstruksi hukum.
Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum vyaitu, pertama,
konstruksi hukum dengan cara perlawanan. Maksudnya adalah menafsirkan
hukum antara aturan aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan
kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang
mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di dalam
peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga,

konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan

22 Spedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2008, him. 25-43.
28 Wahyu Sasongko, Op.,Cit., him. 30
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hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu
masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan
bukan ilmu alam.?* Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum
merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.*

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut
dengan ‘protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan
dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan
memperlindungi, sedangkan menurut Black’s Law Dictionary, protection
adalah the act of protecting.®

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal
yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa
kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga
mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada
orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya
dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum
untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai
seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat
dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.

Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara,

proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang

2 Jimly Asshiddigie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, him. 12.

%% Hans Kelsen, Dasar-Dasar Hukum Normatif, Nusamedia, Jakarta, 2009, him. 343.

%6 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, ninth edition, St. paul, West, 2009, him.
1343.
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dibuat oleh pemerintah data yang berlaku bagi semua orang atau warga dalam
masyarakat sebangsa dan setanah air.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang
diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang
bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun
tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran
dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan
suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Adapun pendapat yang dikutip dari bebearpa ahli mengenai
perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:*’

a. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan
mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat
bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya
sengketa.

b. Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa.
Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara
kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan
hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.

2. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak

27 philipus.M. Hardjo, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya,
1988, him. 5.
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Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka
kepentingannya tersebut.?®

3. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk
melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa
yang tidak sesuai.dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan
ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati
martabatnya sebagai manusia.?

4. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi
individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah
yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya
ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.*

Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk
perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat,
yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).*

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya

institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian,

dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi)

lainnya. Dengan demikian sejalan dengan pengertian hukum menurut

%8 Satjipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, him.

2 getiono, Disertasi : “Rule of Law”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret,

Surakarta, 2004, him. 3.

% Muchsin, Disertasi : “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”,

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, him. 14.

31 Rafael La Porta, “Investor Protection and Cororate Governance; Journal of Financial

Economics”, No. 58, Oktober, 1999, hlm. 9.
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Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian
beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari
pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan
ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek
hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas karena
perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak
pelaku usaha turutama pihak penanam modal, direktur, komisaris, pemberi
izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak penunjang terjadinya
kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut
didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan
terbatas.*

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu
subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek
hukum orang pribadi atau natuurlijkepersoon adalah orang atau manusia yang
telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum
merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga
dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam
kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang

kepentingannya mendukung untuk itu.*

%2 Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan :
Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996,
him. 5-8.

% H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, Bunga Rampai Perbandingan Hukum
Perdata, INDHILL, Jakarta, 2003, him. 143.
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Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan
dan keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan
hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya
perlindungan hukum merupakan salah satu media untuk menegakkan
berbagai keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi
khususnya penanaman modal.

Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum
atau rechtspersoon. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau
dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto
Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara
mengalokasikan ‘kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka
kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak
karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.*

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau legal protection
merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi
mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai
bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.*

Hak itu sendiri adalah sesuatu yang harus kita dapatkan sedangkan
kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Suatu kontrak akan
menimbulkan suatu hubungan hukum perikatan yang mengakibatkan

timbulnya hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban itu yang

% Satjipto Rahardjo, 1lmu Hukum, cet. VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, him.
54.

% Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, “Penerapan Teori Hukum pada Penelitian
Tesis dan Disertasi”, cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 261.
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menjadi akibat hukum dari adanya suatu kontrak. Dengan kata lain, akibat

hukum kontrak sebenarnya yaitu pelaksanaan dari isi kontrak itu sendiri.

Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu

kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan

dalam kontrak tersebut, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifatnya

kontrak itu diharuskan atau diwajibkan oleh kebiasaan dan undang-undang.
Tentang hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak tertuang dalam

isi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Pasal 4 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak

konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang atau jasa. Hak-hak tersebut adalah:

1. Hak untuk memilih barang dan jasa;

2. Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas barang dan

jasa;

3. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya;

4. Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain.

5. Hak untuk diberlakukan dengan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif;

6. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang dan jasa;

7. Hak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen;

8. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokasi), perlindungan dan

penyelesaian sengketa;
9. Hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang

merugikan;
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Kewajiban yang harus di penuhi oleh para konsumen itu sendieri
diantaranya meliputi:

1. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau
jasa.

2. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

3. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi atau prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan jasa atau demi keamanan dan keselamatan.

Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perlindungan konsumen
adalah suatu upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan hukum kepada konsumen. Cakupan perlindungan konsumen itu
dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada
konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepekati;

2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil
kepada konsumen.

Keinginan yang akan didapatkan dalam perlindungan konsumen
adalah menciptakan rasa aman dan nyaman bagi konsumen dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya. Perlindungan konsumen seharusnya mendapatkan
perhatian yang lebih, terutama konsumen muslim, dimana sebagian besar
penduduk Indonesia beragama Islam. Perlindungan konsumen merupakan hal
yang sangat penting dalam Islam. Karena didalam agama islam, bahwa

perlindungan konsumen bukanlah sebagai salah satu hubungan keperdataan,
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melainkan menyangkut kepentingan publik secara meluas, bahkan
menyangkut hubungan antara manusia dan Allah SWT. Maka perlindungan
konsumen Muslim merupakan kewajiban negara.

Hukum perlindungan konsumen menurut islam mengacu kepada
konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi berdasarkan nilai-nilai atau
prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan
konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, distribusi, tujuan produksi,
hingga pada akibat mengonsumsi barang dan atau jasa. Didalam Islam,
barang atau jasa yang halal dari segi zatnya yang dapat menjadikan haram,
ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-
ketentuan syara’. Karena itulah tujuan dari konsumen muslim berbeda dengan
tujuan konsumen non-muslim. Konsumen muslim dalam mengkonsumsi
makanan atau minuman bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai
muslim dan menjauhi segala sesuatu yang menjadi larangan Allah SWT.
Faktor-Faktor Dalam Memberikan Perlindungan Hukum

Masalah perlindungan konsumen adalah masalah yang penting dan
harus menjadi perhatian bersama. Terlebih ketika di sekitar kita dan di
banyak tempat selama ini, masih sering terjadi adanya konsumen yang
dirugikan akibat membeli dan/atau mengkonsumsi produk barang atau jasa
tertentu. Entah itu karena akibat kelalaian pelaku usaha atau kesengajaan
pelaku usaha.

Salah satu upaya guna mewujudkan penyelenggaraan perlindungan

konsumen sebagaimana yang dikehendaki oleh UUPK adalah melalui
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kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan
konsumen. Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menjamin
diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya
kewajiban masing-masing. Sedangkan pengawasan perlindungan konsumen
dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, masyarakat dan Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Pengawasan yang melibatkan banyak pihak ini terkait dengan banyak
ragam dan jenis barang dan jasa yang beredar di pasar serta luasnya wilayah
Indonesia. Pembinaan terhadap pelaku usaha dan pengawasan terhadap
barang dan jasa yang beredar di pasar tidak semata-mata ditujukan untuk
melindungi kepentingan konsumen tetapi sekaligus bermanfaat bagi pelaku
usaha dalam upaya meningkatkan daya saing barang dan jasa di pasar global.
Semua dilakukan sebagai upaya mendukung tumbuhnya hubungan usaha
yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen, yang pada gilirannya dapat
menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Salah satu bentuk perlindungan konsumen di Indonesia adalah dengan
diundangkannya UUPK. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen yang
ada di UUPK, salah satunya adalah pengaturan mengenai perjanjian baku.
Adapun pengaturan mengenai perjanjian baku ini diatur dalam Pasal 18
UUPK. Pasal 18 UUPK lahir dari adanya keinginan untuk melindungi
masyarakat dari kecurangan pelaku usaha dalam membuat perjanjian. Hal ini
dikarenakan masyarakat di Indonesia seringkali berada pada posisi yang

lemah, dimana pasti berada di bawah kepentingan pengusaha. Hukum dibuat
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untuk masyarakat. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tentu
saja untuk melindungi kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan
golongan tertentu.

Menurut sutan remy sjahdeini*® yang dimaksud dengan perjanjian baku
ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan
oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai
peluang” untuk merundingkan atau meminta perubahan. Diantara
klausulaklausula yang dinilai sebagai klausula yang memberatkan dan yang
banyak muncul dalam perjanjian-perjanjian baku adalah yang disebut dengan
klausula eksemsi.*’

Konsumen itu sendiri masih banyak yang berada dalam posisi yang
lemah. Dengan demikian yang dimaksud dengan asas-asas perlindungan
konsumen adalah:

1. Asas Keadilan: Hal ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat
dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan
kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan
melaksanakan kewajibannya secara adil.

2. Asas Keseimbangan: memberikan keseimbangan antara kepentingan
konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun

spiritual.

% Sjahdeini, Sutan Remy. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi
Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993,
him.66

%" Ibid., him.67
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3. Asas Manfaat: Hal ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa
segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen
dan pelaku usaha secara keseluruhan.

4. Asas Kepastian Hukum: dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun
konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta. Negara menjamin
kepastian hukum.

5. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen: untuk memberikan
jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang

dikonsumsi atau digunakan.
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